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I. UMUM

Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk mewujudkan
lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar,
tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda
transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan,
menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, pendorong,
penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang
terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Di samping itu, kedudukan dan peranan Kendaraan sebagai sarana
transportasi yang memiliki peran di dalam kegiatan sosial ekonomi
masyarakat, dan juga menyangkut hajat hidup seluruh lapisan
masyarakat, terutama yang menyangkut perwujudan keseimbangan
perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil
pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan
ekonomi, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam
rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional menunju
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam kedudukan dan peranannya seperti itu, maka pengaturan
tentang Kendaraan seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan
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sektoral semata, namun lebih dimaksudkan untuk pencapaian tujuan
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
diuraikan di atas.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara,
mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengaturan
terhadap Kendaraan yang semata-mata diarahkan untuk pencapaian
tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah ini mengandung
semangat pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat,
dinamika perubahan atau perkembangan teknologi di bidang
Kendaraan Bermotor dan perubahan-perubahan secara global serta
meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta.

Peraturan Pemerintah ini telah menampung berbagai perubahan
pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pengujian
Kendaraan Bermotor baik yang menyangkut unit pelaksana
pengujianya maupun mekanisme pengujian. Hal ini dimaksudkan
untuk meningkatkan kualitas kinerja pengujian Kendaraan Bermotor
sekaligus kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat
diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, diperlukan
adanya pengaturan mengenai Kendaraan secara terpadu, menyeluruh,
dan berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai jika kegiatan
pengaturan dan pembinaan pada masing-masing instansi pembina
lalu lintas dan angkutan jalan terkoordinasi secara utuh, tertib,
teratur dan sinergis antara satu dengan lainnya.

Dalam rangka mendukung sistem informasi dan komunikasi secara
terpadu, peraturan pemerintah ini mengatur ketentuan bagi unit
pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor untuk membangun sistem
informasi dan komunikasi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor,
serta dalam rangka menciptakan sarana yang memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan perlu ada pengaturan mengenai kompetensi bagi
penguji Kendaraan Bermotor dan pengawasan pelaksanaan pengujian
Kendaraan Bermotor yang diatur melalui sistem akreditasi pengujian
Kendaraan Bermotor secara berkala.

Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
jenis dan fungsi Kendaraan Bermotor, persyaratan teknis dan laik
jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan,
kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kendaraan Bermotor yang akan
dibuat/dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor, perlengkapan
Kendaraan Bermotor, persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor,
Pengujian Kendaraan Bermotor beserta susunannya, pemeliharaan
dan perbaikan Kendaraan Bermotor serta pemberian sanksi
administratif.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor umum” adalah
setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan
barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang sedan yang
memiliki 3 (tiga) ruang” adalah Kendaraan Bermotor
yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak
permanen antara ruang mesin di bagian depan atau
belakang, ruang pengemudi dan penumpang di bagian
tengah, dan ruang bagasi di bagian belakang atau depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang bukan sedan
yang memiliki 2 (dua) ruang” adalah Kendaraan
Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau
tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan
atau belakang dengan ruang pengemudi dan penumpang
dan/atau bagasi.

Mobil penumpang bukan sedan misalnya Sport Utility
Vehicle, Station Wagon, Multy Purpose Vehicle, Hatch
Back, All Purpose Vehicle.
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Huruf c

Mobil Penumpang lainnya yang dirancang untuk
keperluan khusus dalam ketentuan ini misalnya mobil
ambulance, mobil jenazah.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Panjang keseluruhan dalam ketentuan ini tidak
termasuk bumper.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Panjang keseluruhan dalam ketentuan ini tidak
termasuk bumper.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Panjang keseluruhan dalam ketentuan ini tidak
termasuk bumper.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
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Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Mobil Barang bak muatan terbuka dalam ketentuan ini
misalnya dump truck, non dump truck, flat deck, double
cabin (Mobil Barang kabin ganda).

Mobil Barang kabin ganda adalah kendaraan bermotor
yang dirancang memiliki 2 (dua) baris tempat duduk
pengemudi dan penumpang dengan ruang barang yang
terpisah secara permanen dan/atau tidak permanen oleh
dinding atau sekat.

Huruf b

Mobil Barang bak muatan tertutup dalam ketentuan ini
misalnya box, wing box, box freezer, Mobil Barang kabin
ganda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Mobil tangki” adalah mobil yang
dirancang untuk mengangkut benda cair atau gas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Kendaraan khusus untuk fungsi militer misalnya
Kendaraan tank, panser, Explosive Ordinance Disposal
(EOD), Commander Call Carrier, Security Barrier,
Kendaraan lapis baja yang digunakan untuk tempur dan
Kendaraan yang dirancang khusus yang dimiliki oleh
Tentara Nasional Indonesia.

Huruf b

Kendaraan khusus untuk fungsi ketertiban dan
keamanan masyarakat misalnya Kendaraan water canon,
Anti Personel Carrier (APC), Explosive Ordinance Disposal
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(EOD), Commander Call Carrier, Security Barrier, dan
Kendaraan taktis lainnya yang dirancang khusus yang
dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Kendaraan khusus untuk fungsi alat produksi misalnya
traktor, stoomwaltz, forklift, loader, excavator, buldozer,
dan crane.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rangka landasan” adalah chassis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “motor penggerak” adalah mesin atau
engine.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem penerus daya” adalah sistem
untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda atau gear box,
transmisi, dan perseneling.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.
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Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “motor bakar” adalah motor
penggerak yang menggunakan bahan bakar padat, cair,
dan/atau gas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “motor listrik” adalah motor
penggerak yang menggunakan listrik sebagai tenaga
penggerak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bus gandeng” adalah bus yang
ditarik oleh mobil bus penarik yang mempunyai
sedikitnya 2 (dua) sumbu roda dan dilengkapi dengan
alat untuk digandengkan dengan mobil bus penarik dan
tidak membebani sumbu mobil bus penarik.

Yang dimaksud dengan “bus tempel” adalah bus yang
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ditarik oleh mobil bus penarik yang mempunyai
sedikitnya 1 (satu) sumbu roda dan dilengkapi dengan
alat untuk ditempelkan dengan mobil bus penarik dan
membebani sumbu mobil bus penarik.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi
belakang Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk
menghindari terjadinya pusaran-pusaran (turbulensi)
yang dapat mengakibatkan masuknya asap atau gas
buang ke ruang penumpang, termasuk dalam hal ini
pipa pembuangan yang tidak terlalu pendek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
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Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ban bertekanan” adalah ban yang
berongga yang dapat diisi dengan gas.

Sumbu-sumbu roda Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan
dan Kereta Tempelan harus dihitung dan dirancang atau
dibuat sedemikian rupa sehingga mampu memikul beban
dinamis Kendaraan sebesar JBB. Untuk dapat memberikan
jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan
ban dan pelek pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan
dan Kereta Tempelan, besarnya beban yang diperbolehkan
untuk masing-masing ukuran ban, dikaitkan dengan tekanan
kerja ban, cara pemasangan, dan tingkat keausan serta
kerusakannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Jenis sistem suspensi dalam ketentuan ini dapat berupa pegas
daun, penyangga hidrolis, dan penyangga pneumatis.

Pasal 18

Ayat (1)

Sistem alat kemudi yang dipasang dalam Kendaraan
Bermotor berfungsi untuk mengendalikan arah gerak
Kendaraan Bermotor yang bersangkutan. Roda kemudi
digunakan untuk Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil
Barang, dan Kendaraan khusus sedangkan stang digunakan
untuk Sepeda Motor roda dua atau roda tiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem alat kemudi yang dilengkapi dengan tenaga bantu
harus dapat menurunkan kinerjanya menjadi sistem alat
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kemudi tanpa tenaga bantu atau manual apabila Kendaraan
Bermotor tersebut bergerak dengan kecepatan tinggi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengemudi dapat
mengendalikan kecepatan dan memberhentikan Kendaraan
Bermotor dari tempat duduknya tanpa melepaskan
tangannya dari roda kemudi atau stang kemudi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.
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Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Kepentingan tertentu dalam ketentuan ini misalnya
pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan bermotor untuk
memberikan pertolongan pada kecelakaan, kendaraan
pimpinan lembaga negara, kendaraan bermotor pengangkut
jenazah, kendaraan bermotor petugas kepolisian, kendaraan
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bermotor pengawalan Tentara Nasional Indonesia, kendaraan
bermotor penanganan bencana alam, kendaraan bermotor
untuk pengawasan jalan tol, kendaraan bermotor untuk
pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rotasi atau stasioner” adalah
lampu peringatan khusus yang berkedip dengan
memancarkan cahaya di sekeliling sumbu vertikal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lampu kilat” adalah lampu
strobo, directional flashing lamp, atau lampu peringatan
khusus yang memancarkan cahaya kedap-kedip dengan
arah sudut tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lampu bar lengkap” adalah
complete bar lamp atau lampu peringatan khusus dengan
dua atau lebih sistem optik yang memancarkan cahaya
berkedip di sekeliling sumbu vertikal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
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Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)
milimeter dalam ketentuan ini tidak berarti Kendaraan
dapat memiliki lebar 2.500 (dua ribu lima ratus)
milimeter tetapi lebar kendaraan bermotor ditentukan
berdasarkan lebar chassis asli dari pabrik pembuat dan
hanya dapat ditambah dengan paling banyak 50 (lima
puluh) milimeter ke kiri dan ke kanan.

Yang dimaksud dengan “lebar tidak melebihi” adalah
lebar terluar yang termasuk engsel pintu atau bak,
handle bak muatan, namun tidak termasuk kaca spion
Kendaraan Bermotor.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Jarak sumbu (wheel base) Kendaraan Bermotor dihitung dari
sumbu depan ke titik tengah antara sumbu terdekat dengan
sumbu depan dengan sumbu yang paling jauh kecuali untuk
Kendaraan 2 (dua) sumbu, jarak sumbunya dihitung dari
jarak sumbu depan ke sumbu belakang.

Dalam hal jarak sumbu (wheel base) Kendaraan Bermotor
yang memiliki lebih dari satu steering axle maka yang
merupakan sumbu terdepan adalah steering axle yang paling
depan.

Dalam hal jarak sumbu (wheel base) untuk Kereta Tempelan
dihitung dari king pin ke titik tengah antara sumbu terdekat
dengan sumbu depan dengan sumbu yang paling jauh.

Dalam hal jarak sumbu untuk Kereta Gandengan dihitung
dari sumbu depan ke titik tengah antara sumbu terdekat
dengan sumbu depan dengan sumbu yang paling jauh.
Walaupun panjang bagian Kendaraan tanpa muatan yang
menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang,
maksimum 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen),
tidak berarti Kendaraan memiliki julur belakang 62,50%
(enam puluh dua koma lima nol persen), tetapi dihitung
berdasarkan panjang chassis asli dari pabrik pembuat dan
hanya dapat ditambah dengan bumper.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak membahayakan” adalah
jika kaca pecah maka serpihan kaca tidak berhamburan
atau tetap menempel (laminated glass) dan ujung atau
tepi pecahan kaca berbentuk tumpul (tempered glass).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pintu dalam ketentuan ini meliputi pintu samping, dan pintu
belakang kecuali pintu sorong.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.
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Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Kandungan polutan dalam ketentuan ini misalnya Carbon
Monoxida (CO), Hidrocarbon (HC), Nitrogen Oksida (NOx),
dan/atau partikulat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “desibel (A) atau dB (A)” adalah
satuan ukuran suara yang dapat didengar manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.
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Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Lampu utama dalam ketentuan ini adalah lampu utama jauh.

Ketentuan ini dimaksudkan agar daya pancar dan arah sinar
lampu utama tidak menyilaukan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat penunjuk kecepatan” adalah
speedometer tester.

Yang dimaksud dengan “kecepatan tertentu” adalah
kecepatan yang digunakan untuk mengetahui keakuratan
alat penunjuk kecepatan misalnya 40 (empat puluh), 80
(delapan puluh), 120 (seratus dua puluh) kilometer per jam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.
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Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Rem pelambat dalam ketentuan ini misalnya rem gas buang
(exhaust brake), transmisi.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampu berwarna merah bertuliskan berhenti dimaksudkan
agar ketika bus berhenti, pengguna jalan lainnya yang berada
di belakang mobil bus dapat mengetahui bahwa bus dalam
keadaan berhenti.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.
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Pasal 92

Yang dimaksud dengan “alat pengontrol kendaraan” adalah alat
yang berfungsi mengetahui posisi atau kecepatan selama
kendaraan dioperasikan misalnya tachograph, Global Positionting
System (GPS).

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rancang bangun tertentu” adalah
rancang bangun yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisi
kecacatan (disabilitas).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.
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Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara bersama atau hampir
bersamaan” adalah penggunaan sistem pengereman yang
bersesuaian antara Kendaraan Bermotor penarik dengan
Kendaraan yang ditarik, misalnya apabila Kendaraan
Bermotor penariknya menggunakan alat pengereman dengan
sistem udara, maka sistem rem yang digunakan pada
Kendaraan yang ditarik juga sistem udara, atau jika
Kendaraan Bermotor penariknya menggunakan sistem rem
hidrolis, maka Kendaraan yang ditarik harus menggunakan
sistem rem hidrolis pula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.
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Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kereta Gandengan atau tempelan”
adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan
Bermotor.

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor penarik”
adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki perlengkapan
untuk menarik, sistem pengereman, dan sistem kelistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat bantu” antara lain tali
pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin
keselamatan, menjaga kelestarian lingkungan, dan pelayanan
umum.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kategori L1 adalah Kendaraan Bermotor beroda dua
dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm3

atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam.

Kategori L2 adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga
dengan susunan roda simetris atau tidak simetris dan
kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm3 atau
dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam.

Kategori L3 adalah Kendaraan Bermotor beroda dua
dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm3 atau
dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam.

Kategori L4 adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga
dengan susunan roda tidak simetris dengan kapasitas
silinder mesin lebih dari 50 cm3 atau dengan desain
kecepatan lebih dari 50 km/jam.

Kategori L5 adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga
dengan susunan roda simetris dengan kapasitas
silinder mesin lebih dari 50 cm3 atau dengan desain
kecepatan lebih dari 50 km/jam.

Huruf b

Kategori M1 adalah Kendaraan Bermotor yang
digunakan untuk angkutan orang yang memiliki tempat
duduk maksimal delapan orang termasuk tempat duduk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500
Kilogram.

Huruf c

Kategori M2 adalah Kendaraan Bermotor yang
digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih
dari delapan tempat duduk dan mempunyai JBB atau
Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 5000
Kilogram.

Kategori M3 adalah Kendaraan Bermotor yang
digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih
dari delapan tempat duduk dan mempunyai JBB atau
Gross Vehicle Weight (GVW) lebih dari 5000 Kilogram.
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Huruf d

Kategori N1 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat
atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan
mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW)
sampai dengan 3.500 Kilogram.

Kategori N2 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat
atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan
mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW) lebih
dari 3.500 Kilogram tetapi tidak lebih dari 12.000
Kilogram.

Kategori N3 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat
atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan
mempunyai JBB atau Gross Vehicle Weight (GVW) lebih
dari 12.000 Kilogram.

Kategori O1 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk
Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan dengan JBKB
atau Gross Combination Weight (GCW) tidak lebih dari
750 Kilogram.

Kategori O2 adalah Kendaraan Bermotor penarik
untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dengan
JBKB atau Gross Combination Weight (GCW) lebih dari
750 Kilogram tetapi tidak lebih dari 3.500 Kilogram.

Kategori O3 adalah Kendaraan Bermotor penarik
untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dengan
JBKB atau Gross Combination Weight (GCW) lebih dari
3.500 Kilogram tetapi tidak lebih dari 10.000 Kilogram.

Kategori O4 adalah Kendaraan Bermotor penarik
untuk kereta gandengan atau tempelan dengan JBKB
atau Gross Combination Weight (GCW) lebih dari 10.000
Kilogram.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikalibrasi” adalah suatu proses
untuk menguji keakuratan peralatan pengujian.

Pasal 123

Cukup jelas.
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Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur pengaman” antara lain berupa
hologram dan/atau water mark dan/atau invisible ink.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Yang dimaksud dengan “penelitian rancang bangun dan rekayasa
Kendaraan Bermotor” adalah pemeriksaan secara teliti atas
desain sesuai dengan persyaratan teknis.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bak muatan” adalah semua bentuk
konstruksi bak muatan untuk angkutan barang yang bersifat
padat, cair, atau gas yang terpasang pada landasan
Kendaraan Bermotor.

Huruf c

Cukup jelas.
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Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada
perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) tanpa
mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor
tersebut.

Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan
mesin yang merek dan tipenya sama.

Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada
Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian
belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu
yang ditambahkan harus memiliki material yang sama
dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan
sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jumlah” adalah Kendaraan Bermotor
yang diproduksi telah mencapai jumlah yang ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
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Pasal 137

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian spesifikasi teknis”
adalah meliputi kesesuaian persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit pelaksana pengujian
swasta” adalah pihak swasta yang melakukan kegiatan
khusus di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor atau
bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas
tertentu untuk dapat melakukan uji berkala Kendaraan
Bermotor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan
dimana masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo
sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar
daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi atau
Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak
terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan terkena
kewajiban uji.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Alat bantu dalam ketentuan ini misalnya palu, senter, alat
ukur (meteran), kunci pas, dan tang.
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kartu pintar” adalah smart card.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.
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Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Dalam hal tertentu dalam ketentuan ini misalnya daerah hanya
terdapat Kendaraan Bermotor wajib uji dalam jumlah relatif
sedikit dibanding dengan luas daerah atau kondisi geografis
daerah mengakibatkan tidak efisien apabila kendaraan bermotor
mencapai tempat unit pelaksana uji.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin usaha bengkel Kendaraan Bermotor dari pemerintah
untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh
Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Rekomendasi yang diberikan Kepolisian Negara Republik
Indonesia terkait dengan aspek keamanan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.
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Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

www.djpp.depkumham.go.id




